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BAB IV 

KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

MENGENAI HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME 

 

 

A. Persamaan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum 

Positif dan Pidana Islam 

 
Mengenai persamaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut 

hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama mendapatkan hukuman atas 

tindak pidana terorisme. 

Dalam hukum positif di Indonesia hukuman bagi pelaku tindak pidana 

terorisme terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. Meskipun tidak secara jelas dijelaskan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tentang pelaku hukuman tindak pidana terorisme, 

tetapi berikut penjelasan tentang pelaku hukuman tindak pidana terorisme 

dalam KUHP: 

1. Pasal 106 sampai Pasal 108 Buku II tentang kejahatan yang terdapat 

pada Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara, yang 

berbunyi: 

Pasal 106:  

Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau 
sebagian jatuh ketangan musuh atau dengan maksud untuk 
memisahkan sebagian dari wilayah negara dari yang lain, diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 
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Pasal 107:  

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 
1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara sementara paling lama dua puluh tahun. 
 

Pasal 108:  

(1) diancam denagn pidana paling lama lima belas tahun, karena 
pemberontakan: 
1. Orang yang melawan Pemerintah dengan senjata; 
2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah 

menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang 
melawan Pemerintah dengan senjata. 

(2) Pemimpin-pemimpin dan para pengatur pemberontakan 
diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 
sementara paling lama dua puluh tahun. 
 

2. Pasal 187 Buku II Bab VIII tentang kejahatan yang membahayakan 

keamanan umum bagi orang atau barang, yang berbunyi: 

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan 
atau banjir, diancam: 
1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 

karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi 
barang; 

2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika 
karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa 
orang lain. 

3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbutan 
tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan 
mengakibatkan matinya orang. 
 

3. Pasal 406 Buku II Bab XXVII tentang penghancuran dan pengerusakan 

barang, yang berbunyi: 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 
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dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan 
sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, 
membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, 
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. 
 

Inti dari lima Pasal dalam KUHP tersebut diatas dapat adalah suatu 

tindakan dapat dikatakan terorisme jika seseorang tersebut telah merusak 

fasilitas publik dan menggangu keamanan suatu negara yang dapat 

menimbulkan suasana teror bagi masyarakat luas. 

Sedangkan hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

terorisme terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi: 

Setiap orang dengan segaja menggunakan kekerasaan atau ancaman 
kekerasaan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 
secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan 
cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda 
orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap 
objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik 
atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paing singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
 
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 terdapat ketentuan yaitu (1) 

setiap orang; (2) dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman 

kekerasaan; (3) menimbulkan suasana teror atau rasa takut; (4) terhadap 

orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal; (5) 

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda 

orang lain; (6) dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap 
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objek-objek vital yang strategi dan lingkungan hidup atau fasilitas publik 

atau fasilitas internasiona. Dengan hukuman paling berat hukuman pidana 

mati. 

Menurut hukum Islam tindak pidana terorisme dapat disamakan dengan 

jarimah al-Baghyu (pemberontakan) yang merupakan perbuatan yang 

dilarang oleh Allah dengan kadar hukuman yang telah ditetapkan dalam Nash 

al-Qur’an dan Hadis secara jelas seperti yang terdapat pada Nash al-Qur’an 

surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi: 

                       

                       

                  

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat 
mereka beroleh siksaan yang besar.” 

 
Perintah yang jelas telah disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Maidah 

ayat 33 diatas bahwa seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya atau 

membuat kerusakan dimuka bumi mereka harus dibunuh atau disalib. Dalam 

perintah al-Qur’an tersebut di atas yaitu mengenai adanya hukuman qis}as} 

dalam jarimah al-Baghyu. 

Pengaturan yang jelas terhadap hukuman jarimah al-Baghyu yang 

berupa qis}as} maka tidak dapat ditolak bahwa seseorang yang melanggar 

jarimah al-Baghyu, seperti tindak pidana terorisme yang masuk dalam 
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kategori jarimah al-Baghyu maka tindak pidana terorisme dapat dihukum 

dengan hukuman qis}as} dari segi pemberlakuan hukuman menurut hukum 

pidana Islam. 

 
B. Perbedaan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum 

Positif dan Hukum Pidana Islam 

 
Mengenai perbedaan hukuma pekaku tindak pidana terorisme menurut 

hukum positif dan hukum islam terletak pada ukuran hukamannya. Dalam 

hukum positif tindak pidana terorisme diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam KUHP pada Pasal 106 

sampai 108, Pasal 187, dan Pasal 406 yang secara ekplisit dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana terorisme dapat diancam dengan hukuman paling berat 

pidana seumur hidup dan paling ringan pidana penjara lima belas tahun. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Teroerisme pada Pasal 6 dapat diancam 

dengan hukuman paling berat hukuman mati dan paing ringan pidana penjara 

empat tahun. 

Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia jika terdapat dua 

Undang-Undang yang dapat menjerat suatu tindak pidana dan menggunakan 

kedua Undang-Undang tersebut maka dapat diambil dengan hukuman yang 

paing berat. Akan tetapi dalam tindak pidana terorisme terdapat macam-

macam bentuk tindak pidana terorisme yang mempunyai hukuman yang 
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berbeda-beda, seperti contohnya seorang teroris yang membuat kerusakan 

disuatu negara yang menimbulkan korban jiwa dengan cara mengebom 

fasilitas publik maka dapat dihukum dengan hukuman mati, akan tetapi jika 

hanya masuk dalam anggota ISIS atau kelompok yang dianggap teroris 

seperti kelompok Santoso maka dapat dihukum dengan hukuman penjara. 

Akan tetapi dalam hukum dipidana di Indonesia tidak semua terori yang 

membunuh atau menganiaya dihukum dengan hukum yang sama seperti yang 

perbuatan yang diakukan oleh para terpidana, seperti dalam putusan Arianto 

alias Ato Margono Alias Abu Ulya yang merupakan anggota kelompok 

Santoso yang melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang tidak 

bersalah. Akan tetapi dalam kelompok Santoso hal tersebut merupakan 

perbuatan amaliyah, dan Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya 

mendapatkan hukum penjara selama tiga belas tahun yang berbeda dengan 

ketentuan hukum pidana Islam yang seharusnya dihukum qis}as}. 

Dalam hukum Islam tindak pidana Terorisme tergambar secara jelas 

dalam surat al-Maidah ayat 33 yang dengan hukuman qis}as} karena teroris 

merupakan orang yang membuat kerusakan dimuka bumi yang dalam hukum 

Islam dapat dijatuhi hukuman mati atau disalib. Akan tetapi dalam hukum 

Islam jika seseorang teroris tersebut melakukan bentuk terorisme dengan 

membunuh atau menganiaya maka hukumannya di qis}as}, akan tetapi jika 

selain dari itu maka hukumannya ditetapkan oleh Ulama atau lembaga atau 

seorang Hakim yang mengacu pada al-Qur’an dan Hadis yang sesuai dengan 

ketentuan mengenai hukuman qis}as}. 
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Ukuran hukuman dalam hukum positif yaitu teroris tidak adanya 

hukuman denda (diyat) melakainkan hanya hukuman penjara, selain teroris 

tidak melakukan tindak pidana Pendanaan yang dapat memperlancar suatu 

tindak pidana terorisme. Akan tetapi dalam hukum Islam jika seseorang yang 

telah membunuh maka ia harus dibunun atau dengan membayar diyat. 

Meskipun pembayaran diyat harus disetujui oleh para pihak ahli waris 

korban. Karena selain hukuma qis}as}  bagi para pemberontak atau teroris, 

menurut hukum Islam, para pemberontak atau teroris dapat dijatuhi hukuman 

denda (diyat). 

 
C. Kelebihan dan Kekurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 

 
Mengenai kelebihan dan kekurangan hukuman pelaku tindak pidana 

terorisme menurut hukum Positif dan hukum Islam bahwa kelebihan 

hukuman pelaku tindak pidana terorisme dapat dilihat dari sudut pandang 

hukum Islam sedangkan kekurangan Hukuman pelaku tindak pidana 

Terorisme dapat dilihat dari hukum positinya. kekeurangan hukuman pelaku 

terorisme dalam hukum positif terdapat pada tidak memberikan efek jera 

karena pemberian hukuman yang dibilang tidak sesuai dengan tindak pidana 

yang dilakukan meskipun mempunyai bentuk terorisme yang berbeda-beda. 

Kekurangan hukuman pelaku terorisme dalam hukum positif di Indonesia 

juga tidak mengurangi pelaku terorisme untuk melakukan tindak pidana 

terorisme dengan mendapatkan hukuman yang ringan. Karena tindak pidana 
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terorisme yang sekarang ini merupakan tindak pidana Internasional yang 

menjadi ancaman seluruh negera-negara didunia.  

Terorisme di Indonesia sekarang ini semakin merajalela dan semakin 

membuat ketakutan bagi masyarat luas, dengan peraturan yang menyebutkan 

bahwa jika seseorang yang telah masuk dalam anggota ISIS sudah merupakan 

sebagai pemberontak suatu negara dan dapat dikatakan melakukan suatu 

tindak pidana terorisme dan dapat dijerat dengan hukuman yang seseuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku.  

Mengenai kelebihan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut 

hukum Islam yaitu dapat memberikan efek jera dan dapat mengurangi para 

pelaku terorisme untuk melakukan perbuatan yang melanggar HAM atau 

merusak tatanan kehidupan suatu negara. Dengan hukuman qis}as}  yang 

diberikan kepada para terorisme yang telah tercantum dalam al-Qur’an dan 

Hadis maka seorang teroris yang melakukan benruk tindak pidana teorisme 

pembunuhan dan penganiayaan dapat dihukum dengan hukuman yang sama 

dengan para terpidana. Akan tetapi jika selain dari itu maka dapat dihukum 

dengan hukuman hudud dan dapat diserahkan kepada Ulama, lembaga atau 

hakim agar memutuskan hukuman yang sesuai dengan tindak pidannya.  


